BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR: 155 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022.

S

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 13

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4028); '

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614); '

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754); :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan,
Penganggaran dalan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Polittk (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri 1'\Iomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembarah Daerah Kabupaten
Maros Tahun 2021 Nomor 9).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1
2,

@

o

10.

11

12.

Daerah adalah Kabupaten Maros.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintah  daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Maros.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Kabupaten Maros.

. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang sélanjutnya disebut

RKA-Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja
program dan Kkegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan
sebagai dasar penyusunan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah
Pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan.

Dana Perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada
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daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah
dana yang dialokasikan kepada setiap daerah  otonom
(Propinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana
pembangunan.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat D'AK adalah alokasi
dari ~ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada
(Propinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan Daerah dan
sesuai dengan proritas Nasional.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat.

Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA
(dengan huruf i kecil) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2022 '

Pasal 2

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:
a. Anggaran Pendapatan Daerah;
b. Anggaran Belanja Daerah; dan

C.

Anggaran Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a direncanakan sebesar Rp1.489.682.155.614,00, yang bersumber
dari:

a. PAD;

b. pendapatan transfer; dan

C.

lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a

direncanakan sebesar Rp295.602.440.614,00, yang terdiri atas:
a. pajak daerah;



b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp165.280.000.000,00 (Seratus Enam puluh
Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan Rp70.205.000.000,00 (Tujuh Puluh Milyar Dua Ratus
Lima Juta Rupiah).

Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ di rencanakan sebesar
Rp11.033.936.654,00 (Sebelas Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan
Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).
Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp49.083.503.960 (Empat Puluh Sembilan

Milyar Delapan Puluh Tiga Tiga Juta Lima Ratus Tiga Ribu Sembilan
Ratus Enam Puluh Rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp1.194.079.715.000,00 (Satu Trilyun Seratus
Sembilan Puluh Empat Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus
Lima Belas Ribu Rupiah) yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.129.975.262.000,00 (Satu
Trilyun Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh
Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).
Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.104.453.000,00- (Enam Puluh

Empat Milyar Seratus Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu
Rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp-, (-), yang terdiri atas:

a. pendapatan hibah;

b. dana darurat; dan

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp- (-).



(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp- (-).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp- (-).

Pasal 7

Anggaran Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
direncanakan sebesar Rp1.502.958.766.112,00, yang terdiri dari atas:

a. belanja operasi;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
a direncanakan sebesar Rp1.022.722.199.971,00 (Satu Trilyun Dua
Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Sembilan

Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang
terdiri atas:

a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa; dan
c. belanja hibah.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ‘ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp612.015.511.112,00 (Enam Ratus Dua Belas
Milyar Lima Belas Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Seratus Dua Belas
Rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp394.153.057.859,00 (Tiga Ratus Sembilan
Puluh Empat Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Puluh Tujuh
Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp16.553.631.000,00 (Enam Belas Milyar Lima
Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
b direncanakan sebesar Rp328.219.881.341,00 (Tiga Ratus Dua Puluh
Delapan Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Delapan
Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), yang terdiri
atas:

a. belanja modal tanah;



(2)

(4)

b. belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja modal gedung dan bangunan;

d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
e. belanja modal aset tetap lainnya.

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp5.826.789.526,00. (Lima Milyar Delapan
Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu
Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.944.829.428,00 (Delapan
Puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus
Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp95.605.570.387,00 (Sembilan
Puluh Lima Milyar Enam Ratus Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu
Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp139.842.302.000,00 (Seratus
Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga
Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp5.950.300.000 (Lima Milyar Sembilan
Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah), yang
terdiri atas belanja tidak terduga.

(1)

Pasal 11

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf d direncanakan sebesar Rp149.016.684.800,00 (Seratus Empat
Puluh Sembilan Milyar Enam Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh
Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) adalah Belanja bantuan keuangan.
Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud padat ayat (1)
direncanakan sebesar Rp149.016.684.800,00 (Seratus Empat Puluh
Sembilan Milyar Enam Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat
Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp13.276.610.498,00 (Tiga Belas Milyar



Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus
Sembilan Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp15.276.610.498,00 (Lima
Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Sepuluh
Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) adalah SiLPA.

(2) SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) direncanakan sebesar Rpl15.276.610.498,00 (Lima Belas Milyar
Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Empat
Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua
Milyar Rupiah) adalah Penyertaan modal daerah.

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah  mengakibatkan  terjadinya surplus/(defisit) sebesar
Rp13.276.610.498,00 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam
Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan
Rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
direncanakan sebesar Rp13.276.610.498,00 (Tiga Belas Milyar Dua
Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus
Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

a. Lampiran I : Ringkasan penjabaran APBD Tahun Anggaran
2022 yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis,
objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek,
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;



b. Lampiran II

c. Lampiran III
d. Lampiran IV

e. Lampiran V

f. Lampiran VI

: Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis,
objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

: Daftar nama penerima, alamat penerima, dan

besaran hibah uang dan barang;

: Daftar nama penerima, alamat penerima, dan

besaran bantuan sosial uang dan barang;

: Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan

Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan
khusus; dan

: Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan

Besaran belanja bagi hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintah Kabupaten, Kota dan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Maros.

Diundangkan di Maros

pada tanggal

Ditetapkan di Maros

SEKRETARIS DAERAH,

DAVIED SYAMSUDD

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2022 NOMOR 155



